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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1.

Hakim memberikan dispensasi perkawinan anak dengan dasar
hukum pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Faktor yang menyebabkan terjadinya
perkawinan anak adalah faktor norma agama Islam, faktor
budaya/tradisi, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan dan
faktor keinginan sendiri. Selain itu dipertimbangkan juga dampak
yang timbul dari perkawinan anak baik dampak negatif maupun
dampak positif. Dampak negatifnya ialah tingginya angka
perceraian yang disebabkan ketidakmatangan usia anak, gangguan
kesehatan dan meningkatnya angka kematian ibu dan bayi.
Sedangkan dampak positif yang timbul diantaranya menjaga dari
perbuatan zina ataupun untuk mengurangi beban kedua orang tua.

Penetapan hakim yang mengijinkan terjadinya perkawinan anak
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak. Terdapat adanya pelanggaran hak
kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-

Undang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa setiap anak
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berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ketika terjadi
perkawinan anak, resiko kesehatan anak perempuan menjadi
berbahaya. Selain itu terdapat juga pelanggaran hak tumbuh
kembang anak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4
Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan terjadinya
perkawinan anak, hak anak untuk mengembangkan diri serta
mengekspresikan minat ataupun bakat menjadi terhambat. Dengan
demikian anak tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan
diri, keterampilan, dan pergaulan sosial yang terbuka sehingga hak

tumbuh kembangnya tidak terpenubhi.

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat

direkomendasikan penulis sebagai berikut:

1.

Bagi orang tua. Dalam ketentuan pasal 26 huruf ¢ Undang-Undang
Perkawinan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang
menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Maksud dengan
adanya pasal diatas secara tegas menyatakan bahwa orang tua sangat

berperan penting dalam membina kehidupan anak menjadi lebih baik
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serta mengawasi pergaulan anak sedini mungkin agar anak tidak
terjerumus dengan dosa yang melanggar norma agama, norma
hukum, norma kesusilaan.

Bagi pemerintah. Dalam mencegah terjadinya perkawinan anak,
harus adanya kerjasama dengan pemerintah ataupun Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mengadakan
penyuluhan kepada orang tua untuk memberikan pemahaman terkait
perlindungan hak-hak anak serta pemerintah juga harus
menyediakan sarana dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan
masukan dan wusulan dalam perumusan kebijakan tentang
penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak. Selain itu pemerintah
juga harus bekerjasama dengan dinas kesehatan memberikan
penyuluhan kesehatan kepada orang tua dan anak-anak mengenai
dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan anak. Hal diatas
dilakukan agar dapat terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana
tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bagi Hakim. Dalam menangani perkara perkawinan anak, Hakim
harus mempertimbangkan hak-hak anak agar tetap terpenuhi dan
terlindungi. Pemberian dispensasi perkawinan anak jangan hanya

berdasarkan pertimbangan alasan mendesak. Tetapi lebih jauh harus
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mempertimbangkan hak-hak anak yang perlu diperjuangkan dan
dipenuhi baik hak pendidikan, hak kesehatan, hak tumbuh kembang,
maupun hak bebas dari kekerasan. Oleh karena itu, dispensasi yang
diberikan Hakim pada para pemohon yang mengajukan perkawinan
anak perlu mempertimbangkan secara matang apakah pemberian
dispensasi tersebut mengakibatkan pelanggaran hak-hak anak atau
tidak. Sebelum memberikan dispensasi perkawinan, Hakim yang
bijaksana perlu mempertimbangkan pemenuhan hak-hak anak akan

tetap terjamin.
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